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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTAKUPANG 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG 

NOMOR :6c /HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/ /2020 

TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG, 

0 

0 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan publik dan 
keterbukaan informasi publik secara langsung atau tidak 

langsung bagi yang berkepentingan di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Kupang, perlu dibangun prosedur 

dan sis tern kerja yang terukur, efektif dan efesien; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Kupang. 

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali dirubah kedua atas 

Undang-Undang Nomor l tahun 2015 Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6109); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum 

lnstansi Masyarakat bagi Pengaduan Penanganan 
Pemerintah; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

0 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2019 Nomor 320); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1­ 
Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di Llngkungan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 



0 

0 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

10. Surat Edaran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
44/KPU/1/2015 tanggal 26 Januari 2015 Perihal 
Pengumuman Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/, Komisi 
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / 
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
PUBLIK DI LINGKUGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA 
KUPANG 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan 
ini; 

Kewajiban yang harus dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota 
Kupang dalam pelayanan : 

1. Bahwa untuk memenuhi dan melayani permintaan dan 
kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik Komisi 

Pemilihan Umum Kota Kupang wajib memberikan layanan 
langsung melalui desk layanan informasi publik. 

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga 
memberikan layanan tidak langsung melalui media antara 
lain telpon dan/ atau media masa lainnya yakni instragram, 
facebook. 

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU, sebagai pedoman dalam proses Pelayanan 
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kata Kupang. 



0 

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kupang 

Pada tanggal ]-ril - 2020 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTA KUPANG, 

ttd. 

Deky Ballo 

0 

Salinan sesuai dengan aslinya 
ETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG 

b Bagian Hukum 
t 



0 

0 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMIIHAN UMUM 
KOTA KUPANG 
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/ 42020 
TENTANG 
STANDAR OPERAS!ONAL PROSEDUR 
PELA YANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG 

&0rM1si 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
BAGIAN HUKUM 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA KUPANG 

Nomor:6& /HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/ l/2020 
PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA KUPANG 

2020 
KUPANG 



0 

0 

( NOMOR SOP l .E TANG GAL PENGESAHAN > 1 A020 
KOMISI PEMILIHAN UMUM DISAHKAN OLEH 'r« PEMILIHAN UMUM 

KOTA KUPANG Se ( UPANG 

J / •. 2!i' 3 'o.\ . LO 
NAMA SOP '\:. :4 PE r+ PUBLIK]) DI LINGKUNGAN 

0MISJP MILIAN UMUM KOTA 

-· KUPANG 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA 
f Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah f Memiliki kemampuan dalam memberikan Pelayanan Publik 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kal dirubah kedua atas 
Undang-Undang Nomor tahun 2015 Penetapan Peraturan Permnenintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilithan Gubernur, 
Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898); 

2 Undang-Undang Nomor 14 hun 2008 tentang Keterbukaan informasi Pub 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nmor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nm0r 4846 

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Ngmor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4 Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Perilihan Umum (Lembare 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 8109); 

5 Peraturan Pemenintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 No0mor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3866); 

6 Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
pee/05/4 PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan 
Masyarakat bagi Instansi Pemenintah, 

7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 
Sekretaniat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Seiretaniat Komisi Perilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi 
perihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 

8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Permilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Permilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2019 Nomor 320), 

• Keputusan Komis/ Pemilihan Umum Nomor 175/4K.03.1-Kpt/05/K9U/X/2017 
tentang Petunjuk Tekis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lngkungan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umurn 
Kabupaten/Kota 

10 Surat Edaran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/KPU//2015 
tanggal 26 Januani 2015 Perihal Pengumuman Pelayanan Informasi pad.a 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins.i Komisi Independen 
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemitihan Umum / Komisi Independen Perilihan 
Kabupaten/Kota 

KETERKAITAN PERALATANI PERLENGKAPAN 
f Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno f ATK, Komputer/Laptop, Scaner, printer, Jaringan internet, flas disc, lemart 

a0sip 

PERINGA TAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 
JApab#la Standar Operasional Prosedur tidak ilaksanakan, maka berpengaruh Komisi Permilihan Umum Kota Kupang wajib memberikan Pelayanan Publik 
terhadap Pelayanan Publik di lingkungan KL Kota Kupang melalui Desk Layanan Informasi Publik 
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PENGESAHAN 

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang 
telah ditetapkan 

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur ini. 

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. 
4. Perubahan terhadap ruang tingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional 

Prosedur ini batal seluruhnya. 

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pelayanan Publik, maka Standar Operasional Prosedur ini 
dinyatakan tidak berlaku. 

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani 

Disahkan di 
pada tanggal 

: gang_, : -dpr1-20?2o 

0 

0 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA KUPANG 

Ttd 

DEKV BALLO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
L-as IT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG 
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